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Abstract. One of the important aspects of the digitization of customary law is the creation of a comprehensive digital
database. The purpose of this study is to show that this approach not only results in richer and more authentic
documentation, but also empowers communities to be active in the process of preserving their own culture.
Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to
the description when the research is carried out. The results of this study show that the digitization of customary
law has great potential not only to preserve valuable cultural heritage, but also to revitalize and make customary
law more relevant in facing the challenges of the 21st century.
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Abstrak. Salah satu aspek penting dalam digitalisasi hukum adat adalah penciptaan database digital yang
komprehensif. Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan
dokumentasi yang lebih kaya dan otentik, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk aktif dalam proses
pelestarian budaya mereka sendiri. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data
secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa digitalisasi hukum adat memiliki potensi besar tidak hanya untuk melestarikan warisan budaya
yang berharga, tetapi juga untuk merevitalisasi dan membuat hukum adat lebih relevan dalam menghadapi tantangan
abad ke-21.

Kata Kunci : Hukum Adat, Digitalisasi, Pemanfaatan tehnologi, Dokumentasi Hukum Adat.

1. PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju, pemanfaatan teknologi dalam upaya dokumentasi
hukum adat menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Digitalisasi membuka peluang
baru untuk melestarikan, mempelajari, dan menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum adat
yang selama ini sebagian besar hanya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Proses
dokumentasi digital ini tidak hanya penting untuk tujuan preservasi, tetapi juga untuk membuat

hukum adat lebih aksesibel dan relevan dalam konteks modern.

Salah satu aspek penting dalam digitalisasi hukum adat adalah penciptaan database digital
yang komprehensif. Database semacam ini dapat mencakup berbagai bentuk dokumentasi, mulai
dari teks tertulis, rekaman audio dan video, hingga foto-foto artefak dan lokasi yang memiliki
signifikansi dalam hukum adat. Misalnya, di Bali, upaya telah dilakukan untuk

mendokumentasikan berbagai varian awig-awig (aturan adat) dari berbagai desa adat dalam
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format digital. Ini memungkinkan para peneliti, pembuat kebijakan, dan bahkan generasi muda

untuk mengakses dan mempelajari variasi hukum adat di berbagai wilayah dengan lebih mudah.

Teknologi Geographic Information System (GIS) juga telah dimanfaatkan dalam konteks
dokumentasi hukum adat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan
batas-batas wilayah adat. Di beberapa daerah, misalnya di Kalimantan, masyarakat adat Dayak
bekerja sama dengan LSM dan peneliti untuk memetakan wilayah adat mereka menggunakan
teknologi GIS. Pemetaan ini tidak hanya penting untuk dokumentasi, tetapi juga menjadi alat
penting dalam negosiasi dengan pemerintah dan perusahaan terkait hak-hak atas tanah dan

sumber daya alam.

Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat juga membuka peluang untuk
pendekatan yang lebih partisipatif. Dengan memanfaatkan smartphone dan aplikasi mobile yang
user-friendly, anggota komunitas adat dapat secara langsung berkontribusi dalam proses
dokumentasi. Misalnya, aplikasi mobile dapat dirancang untuk memungkinkan anggota
komunitas merekam cerita-cerita adat, ritual, atau praktik-praktik hukum adat dalam kehidupan
sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan dokumentasi yang lebih kaya dan otentik,
tetapi juga memberdayakan komunitas untuk aktif dalam proses pelestarian budaya mereka

sendiri.

Teknologi realitas virtual (VR) dan augmented reality (AR) juga mulai dieksplorasi
sebagai alat untuk dokumentasi dan diseminasi pengetahuan tentang hukum adat. Teknologi ini
memungkinkan penciptaan pengalaman imersif yang dapat "menghidupkan kembali" praktik-
praktik adat atau mengilustrasikan konsep-konsep abstrak dalam hukum adat. Misalnya, sebuah
proyek di Papua Barat telah menggunakan teknologi VR untuk merekonstruksi ritual adat yang
sudah jarang dilakukan, memungkinkan generasi muda untuk "mengalami” ritual tersebut dalam

lingkungan virtual.

Namun, pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat juga menghadirkan
tantangan dan dilema etis yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah masalah
aksesibilitas teknologi. Banyak komunitas adat, terutama yang berada di daerah terpencil,
mungkin tidak memiliki akses atau keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi
digital. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam proses dokumentasi, di mana hanya

komunitas yang memiliki akses ke teknologi yang dapat berpartisipasi secara efektif.

Masalah privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian penting. Beberapa aspek
hukum adat mungkin dianggap sakral atau rahasia oleh komunitas, dan digitalisasi dapat
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menghadirkan risiko penyebaran informasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk
mengembangkan protokol yang ketat tentang siapa yang memiliki akses ke data digital dan

bagaimana data tersebut dapat digunakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang menggunakan beberapa
pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekataan undang-undang
(statute approach), 2) pendekatan konseptual (concentual approach), 3) pendekatan
perbandingan (comparation approach), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (historical
approach) dan (philosophy approach). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan
hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan
permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai
dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab
permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian

sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

3. PEMBAHASAN

Ada kekhawatiran bahwa digitalisasi, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat
mengakibatkan de-kontekstualisasi hukum adat. Hukum adat seringkali sangat terkait dengan
konteks sosial, spiritual, dan ekologis tertentu, dan ada risiko bahwa nuansa ini dapat hilang
dalam proses digitalisasi. Seperti yang diungkapkan oleh antropolog Clifford Geertz, "Hukum,
dalam masyarakat tradisional, bukanlah sekadar aturan, tetapi cara hidup yang terintegrasi
dengan seluruh aspek budaya.” Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan
yang holistik dan etis dalam pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi hukum adat. Beberapa

strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Pengembangan kapasitas digital: Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada

komunitas adat dalam penggunaan teknologi digital.

2. Desain partisipatif: Melibatkan komunitas adat dalam proses desain dan
pengembangan alat digital untuk dokumentasi, memastikan bahwa teknologi yang

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai komunitas.

3. Protokol etis: Mengembangkan panduan etis yang jelas tentang pengumpulan,
penyimpanan, dan penggunaan data digital terkait hukum adat, dengan penekanan
pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
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4. Pendekatan multi-media: Menggunakan berbagai bentuk media digital (teks, audio,

video, VR) untuk menangkap kompleksitas hukum adat secara lebih komprehensif.

5. Integrasi pengetahuan tradisional dan modern: Mengkombinasikan metode
dokumentasi tradisional dengan teknologi modern untuk menciptakan pendekatan

yang lebih holistik.

6. Kolaborasi lintas disiplin: Melibatkan ahli hukum, antropolog, ahli teknologi, dan
anggota komunitas adat dalam proyek dokumentasi untuk memastikan perspektif
yang komprehensif.

\l

. Perlindungan kekayaan intelektual: Mengembangkan mekanisme untuk melindungi

hak kekayaan intelektual komunal atas pengetahuan adat yang didokumentasikan.

Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat juga membuka peluang untuk
revitalisasi dan adaptasi hukum adat dalam konteks modern. Dengan adanya dokumentasi digital
yang komprehensif, komunitas adat dan pembuat kebijakan memiliki sumber daya yang kaya
untuk merefleksikan dan mengadaptasi praktik-praktik adat agar tetap relevan dengan tantangan
kontemporer. Misalnya, database digital tentang praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam
tradisional dapat menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan kebijakan konservasi modern.
Demikian pula, dokumentasi digital tentang mekanisme penyelesaian sengketa adat dapat
memberikan wawasan berharga untuk pengembangan sistem peradilan alternatif yang lebih
responsif terhadap konteks lokal. Lebih jauh lagi, digitalisasi hukum adat dapat memfasilitasi
dialog antar budaya dan pertukaran pengetahuan. Dengan adanya platform digital yang dapat
diakses secara luas, komunitas adat dari berbagai daerah dapat saling belajar dan berbagi
pengalaman tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan modernitas sambil

mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka.

Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat, dan efektivitasnya dalam
dokumentasi hukum adat sangat tergantung pada bagaimana ia digunakan. Seperti yang
ditekankan oleh Elinor Ostrom, pemenang Nobel Ekonomi yang terkenal dengan penelitiannya

tentang pengelolaan sumber daya bersama:

"Teknologi dapat memfasilitasi pengelolaan sumber daya bersama yang efektif,
tetapi hanya jika digunakan dengan cara yang memperkuat, bukan menggantikan,

institusi sosial yang telah berkembang selama berabad-abad."
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Kutipan ini mengingatkan kita bahwa dalam proses digitalisasi hukum adat, teknologi
harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari proses-proses sosial dan kultural yang
telah lama membentuk dan mempertahankan hukum adat. Dalam konteks Indonesia yang sangat
beragam, di mana ada ratusan sistem hukum adat yang berbeda, digitalisasi juga dapat membantu
dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan adanya database
digital yang komprehensif tentang berbagai sistem hukum adat, pembuat kebijakan memiliki
sumber daya yang lebih baik untuk memahami keragaman praktik hukum di tingkat lokal dan
mengembangkan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap realitas pluralisme hukum di
Indonesia. Namun, proses harmonisasi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari
homogenisasi yang berlebihan. Tujuannya bukan untuk menciptakan sistem hukum yang
seragam, melainkan untuk mengembangkan kerangka hukum nasional yang cukup fleksibel
untuk mengakomodasi keragaman praktik adat, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar

keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam hal ini, teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi
dialog dan negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan. Platform digital interaktif,
misalnya, dapat digunakan untuk mengadakan konsultasi publik yang lebih luas dan inklusif
tentang isu-isu yang berkaitan dengan hukum adat dan pembangunan nasional. Ke depan,
tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi hukum adat adalah bagaimana
memastikan keberlanjutan dan relevansi jangka panjang dari upaya-upaya ini. Ini melibatkan
tidak hanya aspek teknis seperti pemeliharaan dan pembaruan database digital, tetapi juga aspek
sosial seperti memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan digital antar generasi dalam
komunitas adat. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi dan merefleksikan dampak
digitalisasi terhadap dinamika sosial dan kultural dalam komunitas adat. Bagaimana teknologi
digital mengubah cara hukum adat dipahami, diterapkan, dan diteruskan? Apakah ada risiko
bahwa ketergantungan pada dokumentasi digital dapat melemahkan praktik-praktik transmisi
pengetahuan tradisional yang lebih organik? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa
pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat bukanlah proses yang sederhana atau
linier. Ini adalah proses yang kompleks dan dinamis yang memerlukan refleksi kritis dan adaptasi
terus-menerus. Namun, jika dilakukan dengan benar, digitalisasi hukum adat memiliki potensi
besar tidak hanya untuk melestarikan warisan budaya yang berharga, tetapi juga untuk
merevitalisasi dan membuat hukum adat lebih relevan dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

Ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, memberdayakan
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komunitas adat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam wacana global tentang pembangunan

berkelanjutan dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, digitalisasi hukum adat dapat dilihat sebagai bagian dari upaya yang
lebih luas untuk menciptakan "modernitas alternatif" yang tidak mengabaikan kearifan lokal,
tetapi justru memanfaatkannya sebagai sumber inspirasi dan solusi untuk tantangan global.
Dengan demikian, teknologi digital bukan hanya alat untuk mendokumentasikan masa lalu, tetapi

juga untuk membayangkan dan membentuk masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Media Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Adat

Dalam era digital yang semakin terhubung, media sosial telah menjadi platform yang tak
terhindarkan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi
masyarakat urban, tetapi juga telah merambah ke komunitas-komunitas adat yang sebelumnya
relatif terisolasi. Di tengah kekhawatiran bahwa globalisasi digital dapat mengikis nilai-nilai
tradisional, muncul juga potensi bahwa media sosial, jika dimanfaatkan dengan bijak, dapat
menjadi alat yang efektif untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai adat. Media sosial,
dengan karakteristiknya yang interaktif dan mudah diakses, menawarkan peluang unik bagi
komunitas adat untuk menceritakan kisah mereka sendiri, berbagi pengetahuan tradisional, dan
memperkuat identitas kultural mereka di era digital. Platform seperti Facebook, Instagram,
YouTube, dan TikTok telah menjadi ruang di mana generasi muda dari komunitas adat dapat
mengekspresikan dan mengeksplorasi warisan budaya mereka dalam cara-cara yang kreatif dan

relevan dengan zaman.

Salah satu contoh menarik adalah penggunaan Instagram oleh komunitas adat Baduy di
Banten, Jawa Barat. Meskipun komunitas ini terkenal dengan ketaatan mereka pada tradisi dan
penolakan terhadap teknologi modern, beberapa anggota komunitas Baduy Luar telah mulai
menggunakan Instagram untuk membagikan gambar-gambar kehidupan sehari-hari mereka,
ritual adat, dan produk-produk kerajinan tradisional. Ini tidak hanya membantu dalam
mempromosikan pariwisata berbasis komunitas, tetapi juga menjadi sarana untuk mengedukasi

publik tentang filosofi hidup dan nilai-nilai adat Baduy.

Di Toraja, Sulawesi Selatan, media sosial telah menjadi alat penting dalam
mempertahankan dan memperkuat ikatan komunitas, terutama dengan anggota diaspora Toraja
yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia dan luar negeri. Grup-grup Facebook dan
WhatsApp digunakan untuk mengkoordinasikan persiapan upacara adat, berbagi informasi
tentang ritual yang akan datang, dan bahkan untuk mengumpulkan dana untuk pelaksanaan
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upacara pemakaman yang elaboratif. Ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat
memperkuat, bukan melemahkan, praktik-praktik adat dalam konteks modernitas. Banyak
komunitas adat yang telah memanfaatkan platform media elektronik untuk mengunggah video
tentang ritual adat, teknik kerajinan tradisional, atau pengetahuan tentang pengobatan herbal.
Misalnya, beberapa komunitas Dayak di Kalimantan telah menggunakan YouTube untuk
membagikan video tentang praktik pertanian tradisional mereka, termasuk sistem perladangan
gilir balik yang sering disalahpahami oleh pihak luar sebagai praktik yang merusak lingkungan.
Melalui media ini, mereka dapat menjelaskan logika ekologis di balik praktik tersebut dan
menunjukkan bagaimana sistem ini sebenarnya berkelanjutan jika dilakukan dengan benar.
TikTok, meskipun sering diasosiasikan dengan konten ringan dan hiburan, juga telah menjadi
platform yang menarik bagi generasi muda dari komunitas adat untuk membagikan aspek-aspek
budaya mereka dalam format yang singkat dan menarik. Di Bali, misalnya, ada beberapa kreator
konten yang menggunakan TikTok untuk menjelaskan makna di balik berbagai upacara adat,
mendemonstrasikan cara membuat sesajen, atau bahkan memberikan pelajaran singkat tentang
bahasa Bali. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam menarik minat generasi muda terhadap

warisan budaya mereka.

Namun, pemanfaatan media sosial untuk pelestarian nilai-nilai adat juga menghadirkan
sejumlah tantangan dan dilema. Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko oversimplifikasi
atau bahkan distorsi nilai-nilai adat ketika dipresentasikan dalam format media sosial yang
cenderung singkat dan superfisial. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan autentisitas
representasi budaya di media sosial. Dengan semakin banyaknya konten yang diproduksi, ada
risiko bahwa informasi yang tidak akurat atau bahkan representasi yang keliru tentang praktik
adat dapat menyebar dengan cepat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki
otoritas untuk merepresentasikan budaya adat di ruang digital, dan bagaimana kita dapat
memastikan bahwa representasi tersebut tetap otentik dan menghormati nilai-nilai komunitas. Isu
privasi dan perlindungan pengetahuan tradisional juga menjadi perhatian penting. Beberapa
aspek budaya adat mungkin dianggap sakral atau rahasia oleh komunitas, dan ada kekhawatiran
bahwa penyebaran informasi tersebut melalui media sosial dapat mengakibatkan eksploitasi atau
penyalahgunaan pengetahuan tradisional. Misalnya, pengetahuan tentang tanaman obat
tradisional yang dibagikan di media sosial mungkin dapat dimanfaatkan secara tidak etis oleh

perusahaan farmasi tanpa memberikan kompensasi yang adil kepada komunitas asal.
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Namun, terlepas dari tantangan-tantangan ini, potensi media sosial dalam mendukung
pelestarian nilai-nilai adat tidak dapat diabaikan. Seperti yang diungkapkan oleh antropolog

digital Heather Horst:

"Media sosial memberikan kesempatan bagi komunitas adat untuk menjadi penulis cerita
mereka sendiri, menantang narasi dominan tentang indigeneity, dan menciptakan ruang

untuk dialog antar budaya yang lebih setara.”

Kutipan ini menekankan bahwa media sosial bukan hanya alat untuk mereproduksi
pengetahuan adat, tetapi juga platform untuk menegaskan kembali identitas dan agency
komunitas adat dalam konteks global. Untuk memaksimalkan potensi media sosial dalam
pelestarian nilai-nilai adat sambil meminimalkan risikonya, beberapa strategi dapat

dipertimbangkan:

1. Pelatihan Literasi Digital: Memberikan pelatihan kepada anggota komunitas adat,
terutama generasi muda, tentang cara menggunakan media sosial secara efektif dan

etis untuk membagikan aspek-aspek budaya mereka.

N

. Pengembangan Panduan Etis: Mendorong komunitas adat untuk mengembangkan
panduan internal mereka sendiri tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan di

media sosial, serta bagaimana cara membagikannya.

3. Kolaborasi dengan Platform Media Sosial: Bekerja sama dengan perusahaan media
sosial untuk mengembangkan fitur-fitur yang lebih mendukung pelestarian dan
perlindungan pengetahuan tradisional, seperti tag khusus untuk konten budaya adat

atau opsi privasi yang lebih canggih.

4. Pendekatan Storytelling yang Holistik: Mendorong penggunaan berbagai platform
media sosial secara terintegrasi untuk menceritakan kisah yang lebih lengkap dan
mendalam tentang praktik dan nilai-nilai adat.

5. Memfasilitasi Dialog Antar Generasi: Menggunakan media sosial sebagai jembatan
untuk memfasilitasi dialog antara generasi tua dan muda dalam komunitas adat

tentang nilai-nilai tradisional dan relevansinya dalam konteks modern.

6. Dokumentasi Partisipatif: Melibatkan anggota komunitas dalam proses dokumentasi
dan berbagi konten tentang budaya mereka di media sosial, memastikan representasi

yang otentik dan beragam.
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7. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala tentang dampak penggunaan
media sosial terhadap praktik dan nilai-nilai adat, serta melakukan penyesuaian

strategi jika diperlukan.

8. Kolaborasi Lintas Komunitas: Mendorong pertukaran pengalaman dan praktik
terbaik antar komunitas adat dalam penggunaan media sosial untuk pelestarian

budaya.

Dengan pendekatan yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang powerful tidak
hanya untuk melestarikan, tetapi juga untuk merevitalisasi dan mengadaptasi nilai-nilai adat
dalam konteks modernitas. Ini dapat membantu menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif
antara tradisi dan modernitas, memungkinkan komunitas adat untuk berpartisipasi aktif dalam
membentuk narasi tentang identitas dan warisan budaya mereka di era digital. Lebih jauh lagi,
penggunaan media sosial oleh komunitas adat dapat berkontribusi pada diskursus global tentang
keberlanjutan, keanekaragaman budaya, dan alternatif terhadap model pembangunan
mainstream. Dengan membagikan kearifan lokal dan praktik-praktik berkelanjutan melalui
platform global, komunitas adat dapat memberikan perspektif berharga dalam menghadapi
tantangan global seperti perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, atau krisis sosial-ekonomi.

Namun, penting untuk diingat bahwa media sosial hanyalah alat, dan efektivitasnya
dalam melestarikan nilai-nilai adat sangat tergantung pada bagaimana ia digunakan oleh
komunitas. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa penggunaan media sosial
memperkuat, bukan melemahkan, fondasi kultural dan sosial komunitas adat. Ini memerlukan
refleksi kritis yang terus-menerus dan dialog yang terbuka di dalam komunitas tentang
bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan mereka tanpa
mengorbankan esensi dari identitas dan nilai-nilai adat mereka. Dalam konteks ini, peran
pemimpin adat dan tokoh-tokoh budaya menjadi sangat penting. Mereka perlu memainkan peran
aktif dalam membimbing penggunaan media sosial di komunitas mereka, memastikan bahwa
teknologi ini dimanfaatkan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai adat dan berkontribusi
pada tujuan-tujuan komunitas secara keseluruhan. Pada akhirnya, keberhasilan integrasi media
sosial dalam upaya pelestarian nilai-nilai adat akan ditentukan oleh kemampuan komunitas untuk
menciptakan keseimbangan yang dinamis antara keterbukaan terhadap perubahan dan komitmen
terhadap warisan budaya mereka. Dengan pendekatan yang bijak dan reflektif, media sosial dapat
menjadi kekuatan positif dalam membantu komunitas adat tidak hanya bertahan, tetapi juga
berkembang di era digital, sambil tetap mempertahankan esensi dari identitas dan nilai-nilai

mereka yang unik.
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Tantangan Cybercrime dalam Konteks Hukum Adat

Seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi digital ke dalam komunitas adat,
muncul tantangan baru yang sebelumnya tidak pernah dihadapi oleh sistem hukum adat
tradisional: cybercrime atau kejahatan siber. Fenomena ini menciptakan dilema baru bagi
komunitas adat dalam upaya mereka untuk beradaptasi dengan modernitas sambil
mempertahankan integritas sistem hukum tradisional mereka. Cybercrime mencakup berbagai
bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan melalui internet atau teknologi digital lainnya. Ini bisa
meliputi penipuan online, pencurian identitas, penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi,
hingga pelecehan online. Bagi komunitas adat yang baru mengenal teknologi digital, ancaman
ini seringkali tidak dipahami dengan baik, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Salah
satu kasus yang mengilustrasikan kompleksitas masalah ini terjadi di sebuah komunitas adat di
Kalimantan. Seorang pemuda dari komunitas tersebut menjadi korban penipuan online ketika
mencoba menjual hasil kerajinan tradisional melalui platform e-commerce. Kasus ini
menimbulkan perdebatan di dalam komunitas tentang bagaimana hukum adat, yang biasanya
menangani sengketa tatap muka dan berbasis pada prinsip rekonsiliasi, dapat diterapkan dalam
kasus yang melibatkan pelaku yang tidak dikenal dan berada di luar jurisdiksi fisik mereka. Kasus
lain melibatkan penyebaran video ritual sakral di media sosial tanpa izin dari pemimpin adat.
Meskipun yang menyebarkan adalah anggota komunitas sendiri, tindakan ini dianggap sebagai
pelanggaran serius terhadap hukum adat yang melarang pengungkapan aspek-aspek sakral
kepada orang luar. Namun, karena video tersebut telah viral dan disebarkan lebih lanjut oleh
orang-orang di luar komunitas, muncul pertanyaan tentang bagaimana sanksi adat dapat
diterapkan dalam situasi di mana "kerusakan" telah menyebar jauh melampaui batas-batas
komunitas. Tantangan cybercrime dalam konteks hukum adat menciptakan sejumlah dilema
yang kompleks:

1. Jurisdiksi: Hukum adat biasanya terbatas pada wilayah geografis tertentu, sementara
cybercrime sering melibatkan pelaku dan korban yang tersebar di berbagai lokasi.

Bagaimana hukum adat dapat diterapkan dalam konteks ini?

2. Definisi Pelanggaran: Banyak bentuk cybercrime tidak memiliki padanan langsung
dalam sistem hukum adat tradisional. Bagaimana komunitas adat dapat
mendefinisikan dan mengkategorikan pelanggaran-pelanggaran baru ini dalam

kerangka hukum adat mereka?
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3. Bukti Digital: Sistem hukum adat sering bergantung pada kesaksian lisan dan bukti
fisik. Bagaimana mereka dapat beradaptasi untuk menangani bukti digital yang

mungkin memerlukan keahlian teknis untuk dianalisis?

4. Sanksi: Sanksi dalam hukum adat sering dirancang untuk memulihkan keseimbangan
sosial dan mendorong rekonsiliasi. Bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan
dalam kasus cybercrime di mana pelaku mungkin anonim atau berada di luar

jangkauan fisik komunitas?

5. Perlindungan Privasi: Bagaimana hukum adat dapat beradaptasi untuk melindungi
privasi anggota komunitas dalam era digital, terutama ketika konsep privasi itu

sendiri mungkin berbeda dari pemahaman Barat?

6. Literasi Digital: Bagaimana memastikan bahwa anggota komunitas, terutama para
pemimpin adat yang sering menjadi penentu dalam penerapan hukum adat, memiliki
pemahaman yang cukup tentang teknologi digital untuk membuat keputusan yang

informati f dalam kasus-kasus yang melibatkan cybercrime?

7. Interaksi dengan Hukum Formal: Bagaimana hukum adat dapat berinteraksi dan
berkolaborasi dengan sistem hukum formal dalam menangani kasus-kasus

cybercrime yang sering kali memerlukan penanganan lintas yurisdiksi?

Menghadapi tantangan-tantangan ini, beberapa komunitas adat telah mulai mengambil
langkah-langkah adaptif. Misalnya, di beberapa desa adat di Bali, telah ada upaya untuk merevisi
awig-awig (aturan adat tertulis) untuk memasukkan aturan tentang penggunaan media sosial dan
internet. Ini termasuk larangan menyebarkan informasi palsu atau menyinggung yang dapat
mengganggu keharmonisan desa, serta aturan tentang penggunaan yang bertanggung jawab
terhadap platform digital untuk kegiatan ekonomi.

Di Toraja, Sulawesi Selatan, beberapa komunitas telah membentuk "dewan digital™" yang
terdiri dari anggota masyarakat yang melek teknologi dan pemimpin adat. Dewan ini bertugas
untuk memediasi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran digital dan memberikan
rekomendasi tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum adat dapat diterapkan dalam konteks
digital. Namun, upaya-upaya ini masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan.
Seperti yang diungkapkan oleh seorang pemimpin adat dari Kalimantan yang dimuat pada

www.kalimantanreview.co (2020):



http://www.kalimantanreview.co/
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"Kami seperti berjalan di dua dunia. Di satu sisi, kami ingin mempertahankan cara-cara

tradisional kami dalam menyelesaikan masalah. Di sisi lain, kami tahu bahwa kami harus

beradaptasi dengan teknologi baru ini. Tantangannya adalah bagaimana melakukannya

tanpa kehilangan esensi dari siapa kami."

Kutipan ini menangkap dilema yang dihadapi banyak komunitas adat dalam menghadapi

tantangan cybercrime. Mereka harus menavigasi antara kebutuhan untuk melindungi anggota

komunitas dari ancaman baru ini dan keinginan untuk mempertahankan integritas sistem hukum

adat mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa pendekatan dapat dipertimbangkan:

123

1.

Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran: Mengembangkan program-program literasi
digital yang disesuaikan dengan konteks budaya komunitas adat, dengan fokus

khusus pada keamanan online dan pencegahan cybercrime.

Revitalisasi Hukum Adat: Melibatkan pemimpin adat, generasi muda, dan ahli
hukum dalam proses reinterpretasi hukum adat untuk mengakomodasi realitas

digital, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti.

Kolaborasi Multistakeholder: Membangun kemitraan antara komunitas adat,
penegak hukum, ahli teknologi, dan akademisi untuk mengembangkan pendekatan

holistik dalam menangani cybercrime dalam konteks adat.

Pengembangan Protokol Khusus: Menciptakan panduan dan protokol spesifik
tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum adat dapat diterapkan dalam kasus-kasus

cybercrime.

Penguatan Kapasitas: Melatih anggota komunitas, terutama mereka yang terlibat
dalam penegakan hukum adat, tentang aspek-aspek teknis cybercrime dan cara-cara

untuk mendeteksi dan meresponnya.

Mediasi Digital: Mengembangkan mekanisme mediasi yang menggabungkan
praktik-praktik tradisional dengan teknologi digital, memungkinkan penyelesaian

sengketa jarak jauh jika diperlukan.

Dokumentasi dan Berbagi Pengalaman: Mendokumentasikan kasus-kasus dan solusi
yang dikembangkan oleh berbagai komunitas adat dalam menghadapi cybercrime,

dan memfasilitasi pertukaran pengalaman antar komunitas.
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8. Advokasi Kebijakan: Bekerja sama dengan pembuat kebijakan untuk
mengembangkan kerangka hukum yang mengakui dan mendukung peran hukum

adat dalam menangani cybercrime di komunitas adat.

Penting untuk dicatat bahwa tidak ada solusi satu ukuran yang cocok untuk semua dalam
menghadapi tantangan cybercrime dalam konteks hukum adat. Setiap komunitas perlu
mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan teknologi mereka
sendiri. Proses ini memerlukan dialog yang terus-menerus, eksperimentasi, dan pembelajaran
adaptif. Lebih jauh lagi, tantangan cybercrime dalam konteks hukum adat juga membuka peluang
untuk memikirkan kembali hubungan antara tradisi dan modernitas. Alih-alih melihat teknologi
digital semata-mata sebagai ancaman terhadap cara hidup tradisional, komunitas adat dapat
melihatnya sebagai alat untuk memperkuat dan merevitalisasi praktik-praktik adat mereka.
Misalnya, teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem verifikasi digital
untuk praktik-praktik adat, membantu melindungi kekayaan intelektual komunal dari eksploitasi.
Platform media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pengetahuan tentang hukum adat
kepada generasi muda, membuat sistem ini lebih aksesibel dan relevan dalam konteks modern.

Namun, dalam semua upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem
hukum adat, penting untuk selalu kembali ke prinsip-prinsip dasar yang menjadi inti dari hukum
adat itu sendiri. Ini mungkin termasuk penekanan pada harmoni komunal, rekonsiliasi daripada
hukuman, dan penghormatan terhadap keseimbangan antara manusia dan alam. Seperti yang

diungkapkan oleh seorang ahli hukum adat:

"Tantangan cybercrime memberi Kita kesempatan untuk merefleksikan apa yang benar-
benar penting dalam sistem hukum adat kita. Ini bukan tentang mempertahankan praktik-
praktik spesifik, tetapi tentang mempertahankan nilai-nilai inti yang telah membimbing

komunitas kita selama berabad-abad."

Dengan pendekatan yang bijaksana dan reflektif, komunitas adat dapat menghadapi
tantangan cybercrime bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai katalis untuk evolusi
dan penguatan sistem hukum adat mereka. Proses ini, meskipun tidak mudah, dapat membantu
memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan efektif dalam melindungi dan membimbing

komunitas di era digital.
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4. KESIMPULAN

1. Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi hukum adat juga membuka peluang untuk

pendekatan yang lebih partisipatif. Dengan memanfaatkan smartphone dan aplikasi mobile
yang user-friendly, anggota komunitas adat dapat secara langsung berkontribusi dalam
proses dokumentasi. Misalnya, aplikasi mobile dapat dirancang untuk memungkinkan
anggota komunitas merekam cerita-cerita adat, ritual, atau praktik-praktik hukum adat
dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan dokumentasi yang
lebih kaya dan otentik, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk aktif dalam proses

pelestarian budaya mereka sendiri.

. Dengan membagikan kearifan lokal dan praktik-praktik berkelanjutan melalui platform

global, komunitas adat dapat memberikan perspektif berharga dalam menghadapi
tantangan global seperti perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, atau krisis sosial-
ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa media sosial hanyalah alat, dan
efektivitasnya dalam melestarikan nilai-nilai adat sangat tergantung pada bagaimana ia
digunakan oleh komunitas. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa
penggunaan media sosial memperkuat, bukan melemahkan, fondasi kultural dan sosial
komunitas adat. Ini memerlukan refleksi kritis yang terus-menerus dan dialog yang terbuka
di dalam komunitas tentang bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam
kehidupan mereka tanpa mengorbankan esensi dari identitas dan nilai-nilai adat mereka.

Dalam konteks ini, peran pemimpin adat dan tokoh-tokoh budaya menjadi sangat penting.
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